
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam 
kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah 
disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal dua belas 
bulan September tahun dua ribu dua belas; 

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 181 ayat (1) Undang 
Undang · Nomor . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk memperoleh persetujuan bersama; 

BUPATI SLEMAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 
NOMOR 19 TAHUN 2012 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

Menimbang 



I 

ii 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari 

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republikindonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan. Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013; 

Menimbang 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah 

daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
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15. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 4614); 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
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BUPATI SLEMAN 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

Dengan Persetujuan Bersama 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman 
Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 
N omor 2 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan: 
a. dana bagi hasil sejumlah Rp49.803.219.090,00 
b. dana alokasi umum sejumlah Rp891.589.912.000,00 

sejumlah sah yang daerah asli d. lain-lain pendapatan 
Rp63. 763. 989;595,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan: 
a~ pajak daerah sejumlah Rp190.350.000.000,00 
b. retribusi daerah sejumlah Rp30.437.957.280,00 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp13.855.000.000,00 

sejumlah sah c. lain-lain pendapatan daerah yang 
Rp379.545.257.350,00 

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri 
dari: 
a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp298.406.946.875,00 
b. dana perimbangan sejumlah Rp992.216.461.090,00 

Pasal2 

sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan Rp - 

Rp 82.773.160.609,23 
Rp 19.718.000.000,00 
Rp 63.055.160.609,23 

Rp l .670.168.665.315,00 
Rp l.733.223.825.924,23 
(Rp 63.055.160.609,23) 

a. pendapatan daerah . 

b. belanja daerah . 

defisit sebesar . 

c. pembiayaan daerah: 

1. penerimaan . 

2. pengeluaran .....•................................... 

jumlah pembiayaan netto . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

MEMUTUSKAN: 
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( 1) Pembiayaan daerah · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri 

dari: 

a. penerimaan sejumlah Rp82.773.160.609,23 

Pasal 4 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja: 

a. belanja pegawai sejumlah Rp122.974.352.940,00 

b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp263. 764.884.241,00 

c. belanja modal sejumlah Rp201.672.189 .593,00 

g. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp34.291.400.000,00 

h. belanja tidak terduga sejumlah Rpll.919.550.414,44 

sejumlah 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja: 

a. belanja pegawai sejumlah Rp992.715.698.928,80 

b. belanja bunga sejumlah Rp144.000.000,00 

c. belanja subsidi sejumlah Rp15.807.638.030,00 

d. belanja hibah sejumlah Rp28. l 13.485.950,00 

e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp27.941.573.000,00 

f. belanja bagi hasil kepada pemerintah desa 

Rp33.879 .052.826, 99 

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b terdiri dari: 

a. belanja tidak langsung sejumlah RpL144.812.399.150,23 

b. belanja langsung sejumlah Rp588.41 l.426.774,00 

Pasal 3 

( 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah se bagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf c terdiri dari pendapatan: 

a. hibah Rp996.155.350,00 

b. bagi hasil pajak dari propinsi Rp108.917.233.000,00 

c. bantuan · keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya 

sejumlah Rp29.050.000.000,00 

d. dana insentif daerah Rp32.095.325.000,00 

e. dana tunjangan pendidikan Rp208.486.544.000,00 

c. dana alokasi khusus sejumlah RpS0.823.330.000,00 
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Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; 

3 Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 

urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Lainnya; 

11 La.mpiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 

Pasal 5 

c. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp- 

sejumlah daerah pemerintah a. penyertaan modal (investasi) 

Rp19.580.000.000,00 

b. pembayaran pokok utang sejumlah Rp138.000.000,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan: 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jenis 

pembiayaan SILPA sejumlah Rp82.773.160.609,23 

b. pengeluaran sejumlah Rp19.718.000.000,00 
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LE~~AERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR ~ SERI A 
-~.~··· . 

SEKRETARIS DAERAH 
SLEMAN, 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 27 JJeeember 2012 

Ditetapkan di Sleman 
pada tanggal 27 ~eeeml>er 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sleman. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 6 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah. 


